JURNAL PENGABDIAN SOSIAL
e-ISSN : 3031- 0059
Volume 3, No. 7, Tahun 2026
https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/ips

JURNAL PENGABDIAN SOSIAL

Implementasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada
Administrasi Badan Hukum di Kantor Wilayah Kementrian Hukum
NTB

Nurul Nafisah?, Sheila Ramadhani?, Sulhan Hadi?

123 Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Corresponding Author
Nama Penulis: Nurul Nafisah
E-mail: nafisamujaki@gmail.com

Abstrak

Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) merupakan salah satu bentuk layanan publik yang berbasis
digital dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pengelolaan badan hukum.
Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui program magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa
Tenggara Barat pada sektor Administrasi Hukum Umum (AHU). Metode pelaksanaan menggunakan
pendekatan aplikatif dan partisipatif melalui dokumentasi, observasi, serta keterlibatan langsung mahasiswa
dalam proses administrasi pelayanan badan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi sistem
AHU Online berhasil meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan kepada
masyarakat. Mahasiswa berkontribusi dalam pelayanan meja AHU, pengecekan dokumen awal, penyampaian
informasi layanan, serta aktivitas koordinasi dan sosialisasi hukum. Walaupun masih ada tantangan seperti
masalah sistem dan rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, pelayanan AHU di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum NTB secara keseluruhan telah mencerminkan pelayanan publik yang berkualitas,
responsif, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

Kata kunci — pelayanan publik, AHU Online administrasi hukum umum, digitalisasi pelayanan

Abstract

General Legal Administration Services (AHU) is a form of digital-based public service aimed at providing legal
certainty to the public in managing legal entities. This community service activity was carried out through an
internship program at the Regional Office of the Ministry of Law of West Nusa Tenggara in the General Legal
Administration (AHU) sector. The implementation method used an applied and participatory approach through
documentation, observation, and direct student involvement in the legal entity service administration process.
The results of the activity showed that the implementation of the AHU Online system successfully increased the
effectiveness, efficiency, and transparency in services to the public. Students contributed to AHU desk services,
initial document checking, communicating service information, as well as legal coordination and outreach
activities. Although there are still challenges such as system problems and low levels of digital literacy in the
community, AHU services at the Regional Office of the Ministry of Law of West Nusa Tenggara have overall
reflected quality, responsive public services, and focused on community needs.
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah untuk memenubhi
kebutuhan masyarakat, baik melalui penyediaan barang, jasa, maupun administrasi. Kualitas layanan
publik merupakan indikator krusial dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan karena
berhubungan langsung dengan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan untuk
masyarakat. Dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah terus mengubah layanan publik
menjadi berbasis digital untuk menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Transformasi digital ini merupakan elemen dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan good
governance dengan pelayanan publik yang profesional dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat
(Muharman & Frinaldi, 2023).

Salah satu wujud layanan publik berbasis digital yang dibangun pemerintah adalah layanan
Administrasi Hukum Umum (AHU) di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelayanan AHU meliputi pengelolaan badan hukum
seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan, perkumpulan, fidusia, serta layanan kenotariatan yang
memiliki peranan krusial dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku
usaha. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi badan hukum, pemerintah
meluncurkan sistem AHU Online atau Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang
memungkinkan proses pelayanan secara elektronik, meliputi pengajuan dokumen, verifikasi data,
sampai penerbitan dokumen badan hukum. Penggunaan sistem digital tersebut dianggap dapat
memperbaiki kualitas layanan administrasi hukum agar lebih efektif, efisien, dan transparan
(Lumbantobing & Wijaya, 2025).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat berperan vital dalam
pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum di tingkat lokal. Pelayanan administrasi badan
hukum di Kanwil Kementerian Hukum NTB tidak hanya terfokus pada penyelesaian administrasi,
tetapi juga mencakup pembinaan serta pengawasan layanan hukum untuk masyarakat dan notaris di
daerah Nusa Tenggara Barat. Melalui program magang, mahasiswa berkontribusi secara langsung
dalam mendukung layanan di bidang Administrasi Hukum Umum dengan membantu tugas di meja
AHU, memverifikasi dokumen awal, memberikan informasi kepada masyarakat, serta berpartisipasi
dalam kegiatan kelembagaan seperti rapat koordinasi, zoom meeting nasional, sosialisasi layanan
hukum, dan pelantikan notaris. Partisipasi mahasiswa dalam pelayanan publik merupakan bentuk
penerapan pembelajaran praktik administrasi publik secara langsung serta mendukung perbaikan
mutu layanan administrasi hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui program magang di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, terutama di sektor Administrasi Hukum Umum (AHU).
Kegiatan dilaksanakan dengan metode partisipatif dan aplikatif, di mana mahasiswa terlibat
langsung dalam proses pelayanan administrasi badan hukum kepada masyarakat lewat sistem AHU
Online. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa membantu pelayanan di meja AHU, melakukan
verifikasi dokumen awal, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan administrasi
badan hukum, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kelembagaan seperti rapat koordinasi,
zoom meeting nasional, sosialisasi layanan hukum, dan pelantikan notaris. Pengumpulan data
dilaksanakan dengan observasi langsung, dokumentasi kegiatan, serta partisipasi aktif mahasiswa
selama penyelenggaraan pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Nusa Tenggara Barat adalah salah satu jenis layanan publik yang bertujuan memberikan kepastian
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hukum bagi masyarakat, terutama dalam administrasi badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT),
yayasan, perkumpulan, fidusia, dan layanan notaris. Adanya pelayanan administrasi badan hukum
merupakan elemen penting dalam mendukung perlindungan hukum serta mewujudkan ketertiban
administrasi bagi masyarakat dan pelaku bisnis. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan
indikator penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui
layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Salman Alfarizi Muhtar et al., 2025)

Pelaksanaan pelayanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum NTB telah memanfaatkan sistem digital melalui AHU Online atau Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH). Sistem tersebut digunakan untuk mempermudah masyarakat maupun
notaris dalam melakukan pengajuan administrasi badan hukum secara elektronik tanpa melalui
prosedur manual yang memerlukan waktu lebih lama. Digitalisasi pelayanan publik melalui AHU
Online menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi hukum agar lebih cepat, efektif, dan transparan (Lumbantobing & Wijaya, 2025). Selain
itu, penggunaan sistem digital juga membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan
meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program magang, mahasiswa berpartisipasi langsung dalam mendukung
layanan administrasi badan hukum di bidang Administrasi Hukum Umum. Kegiatan yang
dilaksanakan mencakup pelayanan di meja AHU, membantu memverifikasi dokumen awal,
memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan badan hukum, serta membantu
administrasi pelayanan. Partisipasi mahasiswa itu merupakan wujud kontribusi konkret dalam
mendukung peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum NTB. Kehadiran mahasiswa magang turut mempermudah proses pelayanan, sehingga
layanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan lebih optimal dan responsif.

Selain berpartisipasi dalam tugas administratif, mahasiswa juga terlibat dalam berbagai
kegiatan organisasi yang berhubungan dengan pelayanan Administrasi Hukum Umum. Kegiatan ini
mencakup zoom meeting nasional, rapat koordinasi internal, sosialisasi layanan hukum, pelantikan
notaris se-NTB, dan kegiatan penarikan magang. Kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini
menunjukkan bahwa pelayanan AHU tidak hanya terpusat pada penyelesaian administrasi badan
hukum, tetapi juga meliputi bimbingan, pengawasan, serta peningkatan mutu pelayanan hukum
kepada masyarakat. Ini sejalan dengan konsep pelayanan publik kontemporer yang menjadikan
pemerintah sebagai fasilitator dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang
profesional dan responsif (Muharman & Frinaldi, 2023).

Tabel 1.
Dokumentasi aktivitas mahasiswa selama pelaksanaan program magang di bidang Administrasi
Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB
NO KEGIATAN DOKUMENTASI
1. Pelayanan pada bidang 1
Administrasi Hukum
Umum (AHU)
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2. Kegiatan zoom meeting
tingkat nasional (se-
Indonesia)

3. Sosialisasi prinsip
mengenali penggunaan
jasa PMPJ

4. Kegiatan zoom
internal/koordinasi

5. Pelantikan notaris se-NTB

6. Kegiatan penarikan peserta
magang
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Proses pelayanan administrasi badan hukum melalui AHU Online dilakukan melalui
beberapa langkah, yang dimulai dengan pengajuan berkas oleh pemohon atau notaris, pemeriksaan
dan verifikasi dokumen, proses validasi data, hingga penerbitan dokumen badan hukum secara
elektronik. Mekanisme layanan digital ini berdampak positif bagi efektivitas pelayanan publik karena
proses administrasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi layanan
publik yang berbasis digital merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan mutu
pelayanan administrasi hukum di Indonesia (Al.,, 2021). Pelayanan administrasi yang menggunakan
teknologi elektronik dianggap dapat mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan
transparansi dalam administrasi pemerintahan (Khuzaemah, 2024).

Berikut adalah diagram tentang cara pelayanan administrasi badan hukum melalui AHU
Online di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB :

Diagram Alur Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Ahu)

| Pemohon / Masyarakat l

J

I Pengajuan Permohonan l

|

Penerimaan & Registrasi |
| Berkas oleh Petugas AHU

J

Pemeriksaan Kelengkapan
Dokumen

I
[ |
Dokumen
Lengkap ‘

Tidak Lengkap ‘ \

Kembali ke
Pemohon Input Data ke
Sistem AHU

Verifikasi &
Validasi Data

Ditolak

Pemberitahuan ke
Pemohon

Disetujui
Penerbitan
Dokumen
Penyerahan ke
Pemohon
Gambar 1.

Diagram Alur Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Ahu)

Walaupun pelayanan Administrasi Hukum Umum telah menggunakan sistem digital,
beberapa masalah masih muncul dalam pelaksanaannya seperti gangguan sistem, keterbatasan
jaringan internet, rendahnya literasi digital warga, serta tingginya ketergantungan masyarakat pada
notaris dalam pemakaian sistem AHU Online. Kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas
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pelayanan administrasi badan hukum jika tidak didukung oleh infrastruktur teknologi serta sumber
daya manusia yang cukup. Dengan demikian, peningkatan mutu sumber daya manusia dan
penguatan sistem layanan digital menjadi elemen krusial dalam mendukung keberhasilan layanan
publik berbasis elektronik (Siagian, 2024). Pelaksanaan layanan berbasis digital membutuhkan
kesiapan infrastruktur teknologi dan SDM agar pelayanan dapat berjalan dengan baik (Waji, 2022).

Implementasi layanan Administrasi Hukum Umum berbasis digital melalui AHU Online
menunjukkan pergeseran dari sistem manual ke sistem elektronik yang lebih canggih dan
terintegrasi. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi badan
hukum dengan lebih cepat dan efisien. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, pemanfaatan sistem
digital juga berkontribusi pada terciptanya transparansi dalam administrasi karena proses pelayanan
dapat diawasi secara daring. Inovasi pelayanan publik yang mengandalkan teknologi merupakan
langkah krusial untuk mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum
kepada masyarakat. Keberhasilan layanan digital dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam
memberikan pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi
layanan publik merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan cerdas
melalui layanan yang modern dan didukung teknologi informasi (Kurniawan, 2022).

Pelaksanaan program magang di bidang Administrasi Hukum Umum memberikan
keuntungan bagi mahasiswa untuk memahami praktik administrasi publik secara langsung dalam
lingkungan pemerintahan. Dengan berpartisipasi dalam layanan administrasi lembaga hukum,
mahasiswa mendapatkan pengalaman tentang mekanisme pelayanan publik, koordinasi antar
lembaga, dan prinsip etika dalam melayani masyarakat. Pengalaman itu menjadi sarana belajar
langsung yang mendukung peningkatan kemampuan komunikasi, tanggung jawab, dan
profesionalisme mahasiswa. Kegiatan magang tersebut tidak hanya membantu layanan publik di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, namun juga berfungsi sebagai wadah pengembangan
kemampuan mahasiswa di bidang administrasi publik dan pelayanan hukum.

Pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
NTB juga mencerminkan penerapan prinsip tata kelola yang baik melalui pelayanan yang terbuka,
profesional, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Penggunaan teknologi digital, transparansi
informasi layanan, serta peningkatan efisiensi administrasi merupakan indikator krusial dalam
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Kehadiran mahasiswa magang dalam mendukung
layanan administrasi badan hukum juga membawa dampak positif bagi instansi serta berfungsi
sebagai wahana pembelajaran praktis bagi mahasiswa untuk memahami penerapan administrasi
publik secara langsung di lapangan.

KESIMPULAN

Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam administrasi badan hukum di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan dengan menggunakan sistem
digital melalui AHU Online yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi
layanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan magang, mahasiswa berpartisipasi dalam mendukung
layanan administrasi badan hukum serta mendapatkan pengalaman praktis tentang pelaksanaan
layanan publik dan administrasi hukum secara langsung di lingkungan pemerintah. Walaupun
masih ada beberapa tantangan seperti masalah sistem dan rendahnya tingkat literasi digital
masyarakat, secara keseluruhan pelayanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum NTB telah mencerminkan penerapan prinsip good governance melalui
pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
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